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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk
setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik; bahwa
untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari
masyarakat atau pihak terkait.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (LN RI Nomor 75, Tambahan LN Rl Nomor 3851);

- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LLN RI Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan LN Rl Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (LN Rl Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LN Rl Nomor 4150);

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RITahun 2008 Nomor
61);

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
LN Rl Nomor 5038);

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Rl Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (LN Rl Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI
Nomor 6832);

- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ((LN Tahun 2010 Nomor 99);

- PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (LN RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LN Rl Nomor 5357);

- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (BN RI
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU
Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);

- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN Rl Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas
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PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN Rl Tahun 2023 Nomor 826);

- PERMENNEG Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

- PERMENNEG PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (BN
RI Tahun 2014 Nomor 615);

- PERMENNEG PANRB Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (BN Rl Tahun 2022 Nomor 672);

Keputusan KPU Nomor 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;

- Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan KPU;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 34TAHUN 2025 diatur
tentang : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yang bersifat perumusan kebijakan,
koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan Pemilihan Umum

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2025.
- Lamp.: 34 him.
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